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RINGKASAN

Jenis perjanjian yang dibuat oleh manusia sebagai subyek hukum
asli (natuurlijk persoone) dalam ruang lingkup hukum nasional diantaranya
adalah perjanjian adat. Perjanjian adat merupakan bagian dari hukum perdata
adat yang diakui sebagai produk masyarakat asli (pribumi) Indonesia. Syarat
sahnya perjanjian menurut hukum adat dan menurut hukum undang-undang
pada prinsipnya adalah sama yaitu mengatur tentang bagaimana hendaknya
orang itu berjanji kepada orang lain (termasuk didalamnya tentang obyek dan
subyek perjanjian secara materiil maupun formil). Hal tersebut dapat dilihat
dalam perjanjian adat sarahan yang merupakan perjanjian bagi hasil atas ikan
tangkapan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap yang
dibuat dan dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon
Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur.

Permasalahan pokok yang diteliti didalam skripsi yang berjudul :
“Tinjauan Yuridis Perjanjian Adat “Sarahan” Pada Masyarakat Nelayan Di
Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur” ini,
adalah bagaimana eksistensi perjanjian adat sarahan pada Masyarakat Puger
Kulon dan bagaimana sistem bagi hasil dan jangka waktu perjanjian di dalam
perjanjian adat sarahan serta bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa.

Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui sejauhmana eksistensi
perjanjian adat sarahan pada Masyarakat Puger Kulon dan ingin mengetahui
sistem bagi hasil dan jangka waktu perjanjian di dalam perjanjian adat sarahan
serta ingin diketahui pula penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak jika
terjadi sengketa.

Oleh karena penelitian ini bersifat pemaparan dengan pendekatan
yang yuridis sosiologis, maka data-data yang diperoleh, selain berasal dari
hasil penelitian kepustakaan, juga berasal dari hasil penelitian dilapangan
dengan metode dan teknik interview atau wawancara secara langsung dengan
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pihak yang berwenang yang dalam hal ini, yaitu Bapak Sukarno selaku Kepala
Desa Puger Kulon, Bapak Imam Djuremi selaku Ketua HNSI (Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia) cabang Puger Kulon serta para anggota
masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon.

Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan metode dan teknik
penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa eksistensi perjanjian adat
sarahan terhadap Masyarakat Puger Kulon dapat dilihat dalam rentang waktu
yang lebih dari tiga puluh enam tahun berlaku dan dianutnya perjanjian adat
sarahan oleh masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon tanpa adanya suatu
perubahan yang berarti, tidak mudah tertinggal oleh perubahan jaman dan
dirasa masih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, secara umum dapat
dilihat dengan adanya kepatuhan dan penghormatan masyarakat nelayan
maupun masyarakat non nelayan terhadap perjanjian adat sarahan yang
dibuat oleh pihak nelayan serta sistem bagi hasil dan jangka waktu perjanjian
didalam perjanjian adat sarahan adalah sepenuhnya diatur dan disepakati
bersama oleh para pihak yang masih berada pada ruang lingkup yang
diperbolehkan undang-undang sebagai syarat minimal dengan pola bagi hasil
yang disepakati pada saat perjanjian dibuat dan untuk berakhirnya perjanjian
disepakati pada saat pelaksanaan perjanjian yang saling dimaklumi,
penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi dilakukan melalui pendekatan
para pihak secara komunal dengan sifatnya yang sederhana, kepercayaan
dan kekeluargaan.

Oleh karena itu disarankan demi menjamin adanya kepastian
hukum dan eksistensi atas suatu perjanjian adat sarahan yang dibuat, maka
perlu dibentuk semacam lembaga perdamaian desa yang beranggotakan
pihak masyarakat nelayan dan pihak aparat pemerintahan desa serta periu
diadakan penyuluhan tentang keberadaan Undang-Undang No. 16 Tahun
1964 sebagai sarana penjamin kesejahteraan nelayan penggarap dan
perlunya diupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dan keselamatan
para kaum nelayan dalam melaksanakan tugasnya.

” ‘51 Ly T-_
&l 5 ~ MILIK PERPUSTAKAAN

e i UNIVER .TA> JEMBER




DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rineka Cipta,
Jakarta.

Harun Z. dan Muchlis R, 1986, Buku Materi Pokok Hukum Adat,
DEPDIKBUD Universitas Terbuka, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perjanjian Adat, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Lembaga Penelitian Hukum & Kriminologi Fakultas Hukum — Universitas
Pajajaran, 1969, Hukum Perdata Jawa Barat, Universitas Pajajaran,
Bandung.

RM Soeripto, 1968, Hukum Adat dan Pantja-Sila Dalam Undang-undang
Pokok Kekuasaan Kehakiman, Fakultas Hukum UNEJ, Jember.

Soediman Kaﬂohadiprqdjo, 1979, Pengantar Tata Hukum di Indonesia | -
Hukum Perdata, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soepomo, 1967, Hukum Perdata Adat Djawa Barat, Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, Antropologi Hukum - Materi Pengembangan
limu Hukum Adat, CV Rajawali, Jakarta.

Supomo, 1970, Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat,
Pradnja Paramitha, Jakarta.

Surojo Wignjodipuro, 1973, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,
Alumni, Bandung.

Tim Fakultas Hukum Universitas Jember, 1994, Pedoman Penulisan Skripsi
(Legal Opinion/ Legal Memorandum), FH - UNEJ, Jember.



	isi.pdf
	Image20140813113722-m1

	daftar.pdf
	Image20140813113722-m1


